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ABSTRAKSI 
       Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh 
karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, 
tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan leverge) dan 
temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah 
diukur dengan skor kinerja Pemda hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan 
pemerintah daerah (EKPPD) yang berasal dari laporan penyelenggaraan pemerintah 
daerah (LPPD). 
 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota 
di Indonesia pada tahun anggaran 2012. Total sampel penelitian ini adalah 411 
pemerintah daerah dengan menggunakan purposive sampling. Alat analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 20. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan 
tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah 
daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan tingkat ketergantungan pada 
pemerintah pusat, belanja modal, leverage, dan temuan audit BPK berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. 
Kata Kunci: karakteristik pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah, laporan 
penyelenggaran pemerintah daerah (LPPD), evaluasi kinerja 




       Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 berisi tentang penyelenggaraan otonomi 
daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 
berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan ketetapan 
MPR Nomor XV/MPR/1998, diturunkan sebuah regulasi baru yang mengatur 
tentang pelaksanaan otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Dalam regulasi ini dipertegas lagi tentang urusan pemerintahan yang berdasarkan 
asas otonomi, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk memberikan 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. 
       Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaporkan dalam 
LPPD diperlukan adanya sebuah evaluasi. Pasal 5 Permendagri No.73 Tahun 2009 
memberikan aturan dan arahan tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (EKPPD) yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi 
utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambilan 
kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci 
(IKK). Mustikarini (2012) menyatakan bahwa hasil dari EKPPD tersebut berupa 
laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 
yang pertama kalinya diselenggarakan untuk LPPD tahun anggaran 2007. 
       Pasal 2 PP No. 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa laporan penyelenggaraan 
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota harus mencakup penyelenggaraan 
urusan desentralisasi yang terdiri atas urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah 
urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga 
negara. Urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan 
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, 
kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi LPPD Pemda 
kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya 
dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini, 2012). 
       Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini (2012). 
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah ukuran 
pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada 
pemerintah pusat dan temuan audit BPK. Selain itu peneliti menambahkan variabel 
independen lain yang termasuk dalam karakteristik pemerintah daerah yaitu belanja 
modal dari penelitian Sudarsana (2013) dan variabel leverage yang merujuk pada 
penelitian Kusumawardani (2012). 
       Pemerintah daerah juga memerlukan adanya sumber dana untuk pembiayaan 
penyelenggaraan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Sumber dana 
tersebut bisa berupa modal sendiri atau modal dari pihak luar. Tingkat kepemilikan 
sumber dana tersebut bisa dilihat dalam besarnya leverage Pemda. Kusumawardani 
(2012) menyatakan leverage adalah perbandingan antara utang dan modal. Semakin 
besar leverage akan mempengaruhi semakin besarnya ketergantungan entitas pada 
pihak luar. Hal itu disebabkan karena semakin besarnya utang perusahaan akan 
menurunkan kemampuan kinerja keuangan entitas tersebut. 
       Penelitian ini menggunakan hasil EKPPD tahun 2012, dengan harapan mampu 
memberikan informasi yang relevan saat ini, terhadap kondisi kinerja pemerintah 
daerah. Motivasi yang mendorong penelitian ini adalah untuk mengkonfirmasi 
penelitian dari Mustikarini (2012) dan untuk mengetahui variabel leverage yang 
menjadi salah satu indikator kinerja kunci (IKK) berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah. 
       Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan 
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah kabupaten/kota? 
2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 
daerah kabupaten/kota? 
3. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap 
kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota? 
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 
kabupaten/kota? 
5. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah 
kabupaten/kota? 




Teori Keagenan (Agency Theory) 
       Pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) memiliki 
kepentingan untuk menyampaikan sebuah informasi. Kepentingan itu menjadi dasar 
munculnya teori keagenan yang menggambarkan hubungan antara principal dan 
agen dalam penelitian tentang kinerja pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh 
karakteristik Pemda dan hasil pemeriksaan audit BPK. Setiawan (2012) dalam 
Sudarsana (2013) menyatakan agency theory memiliki anggapan bahwa terjadi 
information asymmetry antara pihak pemerintah yang mempunyai akses langsung 
terhadap informasi dengan pihak masyarakat. Adanya information asymmetry inilah 
yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi oleh agen. 
Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas 
atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat mengurangi 
information asymmetry. 
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
       Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, 2001). Sedangkan pengukuran kinerja dikemukankan oleh 
Westin (1998) dalam Sumarjo (2010) prsoses pengawasan secara terus menerus dan 
pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. 
       Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No.73/2009) 
menyebutkan bahwa salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah terhadap 
Pemda berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) 
yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. EKPPD adalah suatu 
proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran 
kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, 
menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pasal 32 Permendagri No.73/2009 
disebutkan bahwa pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
provinsi dan kabupaten/kota secara nasional, disusun berdasarkan peringkat, skor 
dan status. Berdasarkan hal ini maka didapatkan Skor Kinerja untuk masing-masing 
Pemda provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. 
  
Karakteristik Pemerintah Daerah 
       Pasal 2 PP No. 3/2007 menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup 
penyelenggaraan urusan desentralisasi (urusan wajib dan pilihan), tugas pembantuan 
dan tugas umum pemerintahan. Dengan demikian, LPPD pemerintah daerah 
kabupaten/kota sangat tergantung dengan tanggungjawab dan karakteristik masing-
masing Pemda (Mustikarini, 2012). 
       Suhardjanto (2010) menyatakan karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-
ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah menandai sebuah daerah, dan 
membedakannya dengan daerah lain. Sumarjo (2010) mengemukakan bahwa 
terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal 
tersebut dapat diterapkan pada sektor publik, dimana karakteristik daerah dapat 
menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. 
Leverage 
       Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan program 
pembangunan daerah perlu adanya dana yang bersumber dari APBD, namun 
adakalanya pendapatan daerah tidak mampu menutupi belanja daerah sehingga 
terjadi defisit anggaran. Untuk itu pemerintah daerah harus mengupayakan adanya 
sumber pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Sumber pembiayaan 
tersebut dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana 
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, 
dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang (Halim, 
2014:192-193) 
       Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Sumarjo (2010) mengungkapakan bahwa 
leverage adalah ukuran yang digunakan dalam mengetahui besaranya aktiva yang 
dibiayai dengan hutang. Penelitian yang dilakuakan Weill (2003) mengungkapkan 
bahwa leverage merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari 
pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Perwitasari (2010) juga 
mengungkapkan bahwa semakin besarnya leverage yang dimiliki oleh suatu entitas 
maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa 
entitas tersebut tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri sehingga 
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Tingkat Kekayaan Daerah 
Karakteristik Pemerintah Daerah 
 Pengembangan Hipotesis 
a. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemda 
Kabupaten/Kota 
       Sudarsana (2013) menjelaskan bahwa tujuan utama dari program kerja 
Pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk 
memberikan pelayanan yang baik, harus didukung oleh aset yang baik pula. 
Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar 
ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset Pemda, maka 
diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut. Berdasarkan uraian 
diatas, maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah: 
H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap  kinerja Pemda 
kabupaten/kota. 
b. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemda 
Kabupaten/Kota 
       Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan 
yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi 
tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur 
daerah yang baik serta investasi yang tinggi disuatu daerah akan meningkatkan 
PAD Pemda tersebut. 
H2 : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap  kinerja Pemda 
kabupaten/kota. 
c. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap  
Kinerja Pemda Kabupaten/Kota 
       Sudarsana (2013) menyatakan semakin besarnya penerimaan DAU oleh 
suatu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi 
DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini 
memotivasi Pemda untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari 
Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi DAU dari 
Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepada 
masyarakatnya sehingga kinerja Pemda juga semakin meningkat. Dari uraian 
diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H3 : Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap  
kinerja Pemda kabupaten/kota. 
d. Pengaruh Belanja Modal Terhadap  Kinerja Pemda Kabupaten/Kota 
       Nugroho (2012) menjelaskan, pemerintah akan melakukan pembangunan 
infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang 
tercermin didalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Semakin 
banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja 
keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang 
menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Sudarsana (2013) juga 
menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari 
banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak 
pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Oleh karena itu, hipotesis pada 
penelitian ini adalah: 
H4 : Belanja modal berpengaruh terhadap  kinerja Pemda kabupaten/kota. 
e. Pengaruh Leverage Terhadap  Kinerja Pemda Kabupaten/Kota 
       Leverage menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan, 
sehingga dapat dilihat tingkat risiko tidak terbayarkannya suatu utang Almilia 
dan Retrinasari (2007) dalam Sumarjo (2010). Semakin besar leverage semakin 
menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri 
karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil 
leverage semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai operasioanl 
melalui dana internal. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar leverage yang 
dimiliki oleh suatu entitas maka semakin buruk kinerja entitas tersebut atau 
sebaliknya (Sumarjo, 2010). Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini 
adalah: 
H5 : Leverage berpengaruh terhadap  kinerja Pemda kabupaten/kota. 
f. Pengaruh Temuan Audit Terhadap  Kinerja Pemda Kabupaten/Kota 
       Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap 
laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap 
ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh 
Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Dengan kata 
lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukan semakin rendahnya 
kinerja suatu Pemda (Sudarsana, 2013). Dari penejelasan tersebut, maka 
hipotesis terakhir untuk penelitian ini yaitu: 
H6 : Temuan audit berpengaruh terhadap  kinerja Pemda kabupaten/kota. 
METODE PENELITIAN 
Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 
       Populasi yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah 
kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2012. Sedangkan sampel yang diperoleh 
yaitu dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2012 yang 
mempunyai Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan laporan Ikhtisar Hasil 
Pemeriksaan Semester (IHPS) oleh BPK. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling dengan kriteria berikut : 
1. Terdapat laporan Neraca untuk mendapatkan total aset, total utang dan total 
modal yang dimiliki oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 
anggaran 2012. 
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih memiliki semua 
data yang lengkap meliputi data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk 
mendapatkan PAD, DAU, BM, total realisasi Belanja dan total realisasi 
pendapatan tahun anggaran 2012. 
3. Terdapat laporan hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah daerah kabupaten/kota 
di Indonesia untuk mendapatkan jumlah temuan audit tahun anggaran 2012. 
Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 
Variabel Dependen 
       Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skor kinerja 
Pemda kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggran 2012. Skor kinerja Pemda 
kabupten/kota yang berasal dari laporan hasil evaluasi pemeringkatan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2012 tingkat 
nasional dengan range 0-4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian portofolio 
secara desk evaluation terhadap data yang dimuat dalam LPPD 2012. 
Variabel Independen 
Ukuran Pemerintah Daerah 
       Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana (2013) dan Mustukarini (2012) 
ukuran daerah (size) diproksikan dalam jumlah total aset yang dimiliki oleh 
pemrintah daerah. Total aset masing-masing Pemda memiliki selisih yang besar 
antar pemerintah daerah, hal ini akan menyebabkan nilai yang ekstrim. Sehingga 
variabel ukuran daerah diukur dengan rumus logaritma natural (Ln) total aset. 
Tingkat Kekayaan Daerah 
       Pada penelitian Sudarsana (2013), tingkat kekayaan daerah menggunakan PAD 
dibandingkan dengan total pendapatan. Maka pada penelitian ini variabel tingkat 
kekayaan daerah diukur dengan rumus : 




Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat 
       Pada penelitian Mustikarini (2012), tingkat ketergantungan dengan pemerintah 
pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan 
total pendapatan. 





       Kementrian keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral 
Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modal terhadap total 
belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk 






       Penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini (2012) variabel leverage diukur 
dengan nilai debt to equity atau perbandingan antara utang dengan modal. Berikut 
adalah rumus dari leverage:  




Temuan Audit BPK 
       Pada penelitian Mustikarini (2012), temuan audit BPK diukur dengan temuan 
audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total anggaran belanja. 
𝑇𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 =
Temuan Audit (dalam Rupiah)
Total Anggaran Belanja
 
Metode Analisis Data 
       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 
berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 
antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Priyatno, 
2012). Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut: 
SCORE = α + β1Ln_TA + β2PAD + β3DAU + β4BM + β5LVRG + β6Temuan + ԑ 
Keterangan : 
SCORE  : Skor Kinerja Pemda 
β1,…..  β6,  : Koefisien Variabel Independen 
Ln_TA  : Ukuran Pemerintah Daerah 
PAD   : Tingkat Kekayaan Daerah 
DAU   : Tingkat Ketergantungan pada pemerintah pusat 
BM   : Belanja Modal 
LVRG   : Leverage  
Temuan  : Temuan Audit BPK 
ε   : Koefisien error 
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pengujian Hipotesis 
Tabel IV.8 
Hasil Uji Regresi dan Uji Statistik t 
Variabel Koefisien t-hitung Sign. Simpulan 
Konstanta 0,322 0,342   
Ukuran Daerah (Ln_TA) 0,208 3,564 0,000* Berpengaruh 
Signifikan 
Tingkat Kekayaan Daerah 
(PAD) 
1,468 2,813 0,005* Berpengaruh 
Sinifikan 
Tingkat Ketergantungan pada 
Pemerintah Pusat (DAU) 
-1,113 -4,149 0,000* Berpengaruh 
Signifikan 
Belanja Modal (BM) -1,942 -5,325 0,000* Berpengaruh 
Signifikan 
Leverage (LVRG) -6,117 -2,839 0,005* Berpengaruh 
Signifikan 
Temuan Audit BPK (Temuan) -1,617 -1,913 0,056** Berpengaruh 
Signifikan 
F-hitung = 34,485 
Adjusted R Square = 0,329 
*Signifikan pada α = 1% 
** Signifikan pada α = 10% 
Sumber: Data sekunder yang diolah di SPSS, 2015 
Pembahasan 
Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 
       Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
rumus logaritma natural (Ln) dari total aset. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 
hipotesis pertama, ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin besar ukuran daerah, 
maka semakin tinggi  kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa dengan adanya jumlah ukuran daerah yang ditandai dengan 
besarnya jumlah aset Pemda yang tinggi, maka pelaksanaan kinerja terutama dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. 
       Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini (2012) yang menyimpulkan 
bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan, sedangkan 
penelitian dari Kusumawardani (2012) juga menyimpulkan bahwa ukuran Pemda 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di 
Indonesia. 
Hubungan Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 
       Tingkat kekayaan daerah diukur dengan kepemilikan PAD terhadap total 
pendapatan. Hasil uji regresi untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa tingkat 
kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap  kinerja pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Hal ini berarti semakin besar tingkat kekayaan daerah, maka 
semakin tinggi  kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sumarjo (2010) 
menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan 
pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi kepada 
masayarakat. Hal ini berarti ada suatu kewajiaban bagi pemerintah daerah untuk 
menunjukkan adanya kesesuaian antara jumlah PAD yang besar terhadap kinerja 
pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerah demi 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 
       Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini (2012) yang menyimpulkan 
bahwa Tingkat Kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
pemerintah daerah, penelitian Julitawati (2012) yang menyimpulkan PAD 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota 
di Provinsi Aceh. Serta penelitian ini juga mendukung penelitian dari Sudarsana 
(2013) yang menyimpulkan bahwa ukuran Pemda berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja keuangan Pemda kabupaten/kota di Indonesia. 
Hubungan Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kinerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
       Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diukur dengan kepemilikan DAU 
terhadap total pendapatan. Hasil uji regresi untuk hipotesis ketiga menunjukkan 
bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif 
signifikan terhadap  kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti 
semakin besar tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, maka semakin rendah  
kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Indrarti (2011) menyatakan salah satu 
fenomena flaypaper effects menyiratkan bahwa daerah yang lebih bergantung pada 
DAU daripada PAD merupakan daerah yang mampu mengelola kekayaan sumber 
dayanya secara lebih efisien dan ekonomis, namun juga memiliki tingkat 
kemandirian yang lebih rendah karena ketergantungannya pada dana transfer dari 
pusat. Peningkatan alokasi transfer juga cenderung diikuti oleh pertumbuhan belanja 
yang tinggi. Permasalahan yang ditakuti dalam hal ini adalah kemungkinan tejadi 
inefisiensi atau pemborosan terhadap DAU yang tidak diikuti terealisasinya target 
PAD. Kinerja Pemda yang baik adalah bagaimana menggunakan DAU secara efisien 
untuk dapat menggali PAD yang lebih besar.  
       Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan tetapi 
arah koefisienya tidak konsisten yaitu berpengaruh negatif, penelitian ini mendukung 
penelitian dari Julitawati (2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan 
pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 
Pemda kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 
Hubungan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 
       Belanja modal diukur dengan kepemilikan belanja modal terhadap total realisasi 
belanja. Hasil uji regresi untuk hipotesis keempat menunjukkan bahwa belanja 
modal berpengaruh negatif signifikan terhadap  kinerja pemerintah daerah 
kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa semakin besar belanja modal, akan 
menyebabkan semakin kecil nilai  kinerja pemerintah daerah tersebut. Sudarsana 
(2013) menyatakan bahwa kejadian tersebut kemungkinan dikarenakan terjadi 
asimetri informasi antara pihak pemerintah yang memiliki akses langsung terhadap 
belanja modal dengan pihak masyarakat. Adanya asimetri informasi tersebut 
memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah. Belanja 
modal seharusnya mampu menunjukkan adanya pengeluaran yang produktif dan 
mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
       Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan tetapi 
arah koefisienya tidak konsisten yaitu berpengaruh negatif. Penelitian ini mendukung 
penelitian dari Mustikarini (2012) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Hubungan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
       Leverage diukur dengan kepemilikan utang terhadap modal yang dimiliki oleh 
masing-masing pemerintah daerah. Hasil uji regresi untuk hipotesis kelima 
menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap  kinerja 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti bahwa semakin besarnya leverage, 
akan menyebabkan semakin kecil nilai  kinerja pemerintah daerah tersebut. 
Perwitasari (2010) menyatakan suatu entitas yang memiliki leverage yang besar 
artinya memiliki risiko yang besar pula. Oleh sebab itu dengan kepemilikan leverage 
yang tinggi maka pemerintah daerah akan memiliki beban kinerja yang lebih tinggi 
atau pemerintah daerah memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan 
utamanya berasal dari pihak eksternal. 
       Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Weill (2003) yang menyimpulkan bahwa 
belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Hubungan Temuan Auidt BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 
       Temuan audit BPK diukur dengan jumlah temuan audit yang tidak sesuai 
dengan perundang-undangan terhadap total anggaran belanja. Temuan audit BPK 
yang tidak sesuai dengan perundang-undangan diakibatkan dengan adanya kerugian 
daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, 
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Hasil uji regresi untuk 
hipotesis keempat menunjukkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif 
signifikan terhadap  kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini berarti 
bahwa semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendah 
kinerja pemerintah daerah. Mustikarini (2012) menyatakan bahwa semakin banyak 
temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari Pemda tersebut, yang 
merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam EKPPD, kurang baik yang pada 
akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari Pemda tersebut. Oleh sebab itu 
Pemda harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara karena hal ini 
tidak hanya berkaitan dengan masalah secara akuntansi saja, tetapi juga berkaitan 
dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.  
       Hasil dari analisis penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, serta 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mustikarini (2012) yang menyimpulkan 
bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap  kinerja Pemda 
Kabupaten/Kota dan penelitian Sudarsana (2013) juga menyimpulkan bahwa temuan 
audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap  kinerja Pemda Kabupaten/Kota. 
Kesimpulan 
       Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa karakteristik suatu 
pemerintah daerah (Pemda) yang dijelaskan dalam ukuran pemerintah daerah, 
tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, leverage, 
dan belanja modal serta variabel temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap 
kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggran 2012. Berdasarkan 
hasil pengujian dan analisis atas data penelitian yang telah dilaksanakan, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan 
daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan leverage 
dengan menggunakan batas signifikansi 1% berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan variabel temuan audit BPK 




1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dalam waktu satu tahun saja, 
sehingga belum bisa melihat kecenderungan trend kinerja pemerintah daerah 
dalam kurun waktu jangka panjang. 
2. Variabel indpenden yang digunakan dalam penelitian ini hanya bisa 
menjelaskan 32,9% terhadap variabel dependen. Sedangkan sebesar 67,1% 
variasi variabel yang lain tidak masuk dalam model penelitian. 
Saran 
1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data skor kinerja pemerintah 
daerah untuk beberapa tahun, karena penilaian skor kinerja atas LPPD dilakukan 
setiap tahun oleh Kementrian Dalam Negeri. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain yang menjadi 
indikator kunci (IKK) dan menjadi komponen dalam penilain skor kinerja 
seperti misalnya terkait dengan kinerja keuangan Pemda dan kinerja bidang 
urusan wajib yang menjadi wajib Pemda, seperti misalnya tingkat pertumbuhan 
ekonomi atau variabel diluar kinerja keuangan seperti jumlah penduduk, jumlah 
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